
 

SALINAN  

                                                 

 

                                     
BUPATI SUKOHARJO 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
 

NOMOR  41 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  PENEGAKAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 6 

ayat (2)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2011 tentang  Standar Operasional Prosedur 

Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional 
Prosedur  Penegakan Perundang-undangan 

Daerah; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan  Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5234); 

    4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5094); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5153); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 

Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap 
Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5298); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199);  
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2011 tentang Standar Operasional 
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
705); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, 
Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan 

Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 286); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 

Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam 
Penegakan Peraturan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 236); 

 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR  PENEGAKAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH.  
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Otonom.  
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3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

5. Peraturan Bupati  adalah Peraturan Bupati Sukoharjo. 
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol 

PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara 

dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat  serta menegakkan peraturan daerah, peraturan 

kepala daerah dan keputusan kepala daerah. 
7. Standar Operasional Prosedur Penegakan Perundang-

undangan Daerah yang selanjutnya disingkat SOP Penegakan 
Perundang-undangan Daerah adalah prosedur bagi aparat 
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menegakkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat 

serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati. 

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu  di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan atas   
pelanggaran Peraturan Daerah.  

9. Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas 
untuk menghentikan suatu kegiatan dengan cara  memasang 

garis pembatas/papan belum berizin/melekatkan tanda belum 
berizin dan/atau penggembokan.  

 

BAB  II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud SOP Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai 
pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk 
meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.  

Pasal 3 

SOP Penegakan Perundang-undangan Daerah bertujuan untuk 
mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam 

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.   

 
BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 

Pasal 4 

Setiap Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan 

Perundang-undangan Daerah harus berpedoman pada SOP 
Penegakan Perundang-undangan Daerah. 
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Pasal 5 

SOP Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB  IV 

PELAKSANAAN 
 

Pasal  6 

Untuk melaksanakan SOP Penegakan Perundang-undangan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk Tim 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 
BAB  V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 8 Mei 2017 

 

                                                 

 

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

ttd 
 

 

WARDOYO WIJAYA 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  8 Mei 2017 
 

      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

                    ttd 
 

           AGUS SANTOSA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 42 

 
 
 


